
d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
diroaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 
2013 tcntang Petunjuk Pclaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

Merumbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar agar 
lebih berdayaguna dan berbasilguna, telah 
ditetapkan Pcraturan Bupati Purworejo Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pclayanan Pasar; 

b, bahwa dengan adanya dinamika perkcmbe.ngan 
keadaaan dan guna mcwujudkan pemungutan dan 
pcngelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang lebih 
efisien, efektif, transparan dan akuntabel, perlu 
mcn.erapkan penggunaan Buku Ketetapan dan Bukti 
Pembayaran Retribusi scbagai tanda bukti 
pembayaran pemungutan Rctribusi Pelayanan Pasar; 

c. bahwa guna memberikan dasar hukum penggunaan 
Buku Kctctapan dan Bukti Pcmbayaran Rctribusi 
sebagairoana dimaksud pada huruf b, maka 
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati 
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, 
perlu diubah dan discsuaikan; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWOREJO, 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 10 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 2013 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

BUPATI PURWOREJO 

(SALINAN) 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terteotu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Oaerah Kabupaten Purworejo 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mcnangani urusan 
perdagangan. 

Pasal I 

l. Ketentuan Pasal l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan 
Pasar (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 14 Seri 
C Nomor 1), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 14 TAHUN 
2013 TENTANO PETUNJUK PEL.AKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PASAR. 

MEMUTUSKAN: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pcmbcntukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagairnana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2011 Nomor 5}; 

Mcnctapkan 

Mengjngat 



6. Kepala SKPO adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah 
Kabupaten Purworcjo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
menangani urusan perdagangan. 

7. Sadan adalah sekumpuJan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak 
mclakukan usaha yang meliputi pcrseroan tcrbatas, pcrseroan 
komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara 
(BUMN) atau Sadan Usaha Milik Oaerah (SUMO) dengan nama 
dan da1aJn bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, pcrkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

8. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 
melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya 
masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. 

9. Pasar Daerah adalah Pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

10. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di 
Pasar Daerah yang berguna sebagai pcnunjang kegjatan 
perdagangan di Pasar Daerah. 

11. Retribusi Oaerah adalah pungutan dacrah scbagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ atau dibcrikan oleh Pcmcrintah Oacrah untuk kcpcnlingan 
orang pribadi atau Sadan. 

12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapel disebut 
Rctribusi adalah pungutan dacrah scbagai pcmbayaran atas jasa 
yang disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Oaerah berupa 
pemanfaatan rasilitas Pasar Daerah. 

13. Subjck Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang 
mcnggunakan fasilitas pasar Oacrah dan/ atau mcndapet.kan 
jasa pclayanan yang disediakan oelh Pemerintah Oaerah di 
ling)cungan Pasar Daerah, 

14. Objek Retribusi adalah pcnggunaan fasilitas Pasar Oaerah dan/ 
atau jasa pelayanan yang discdiakan Pemerintah Daerah di 
lingkungan Pasar Oaerah. 

15. Wajib Retribusi adalab orang pribadi atau Sadan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran rctribusi, tcrmasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu, 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 
disingitat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
mcnentukan besamya pokok retribusi. 

17. Tanda Terima Pembayaran yang selanjutnya disingitat TfP adalah 
bukti pernbayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi 
kepada Bcndahara Penerimaan. 

18. Surat Tanda Sctoran yang selanjutnya disingkat STS adalllh bukti 
penyetoran Rctribusi yang telah dilakukan oleh Bendahara 
Penerimaan dengan mcnggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke Kas Umum Oacrah. 

• 



(4) Format SKRD sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dan BKBPR 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa BKBPR. 

(1) Petugas Pemungut Retribusi dalam mcmungut Retribusi 
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti 
pembayaran. 

Pasal 5 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda 

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah adalah bukli pembayaran atau penyetoran retribusi yang 
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 

21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi 
utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
terutangnya retribusi. 

22. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Daerah. 

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyctorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
padaSKPD. 

24. Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk 
berdasarkan surat tugas dari SKPD untuk melaksanakan 
pemungutan Retribusi di Pasar Daerah tertcntu. 

25. Pembantu Bcndahara Penerimaan adalah petugas yang ditunjuk 
berdasarkan keputusan dan surat rugas dari Kepala SKPD untuk 
membantu Bendahara Penerimaan dalam pelaksanaan 
penerimaan Retribusi dari Pemungut retribusi di Pasar Daerah 
tertentu. 

26. Buku Ketetapan dan Bukti Pembayaran Retribusi, yang 
selanjutnya disingkat BKBPR, adalah tanda bukti pembayaran 
yang digunakan sebagai pengendali pemungutan Reoibusi. 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI C NOMOR 1 

TRIHANDOYO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

TIO 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 14 Maret 2014 

MAHSUNZAIN 

TIO 

BUPATI PURWOREJO, 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 14 Maret 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

4. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut: 
a. pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut 

Retribusi terhadap Subjek Retribusi berdasarkan: jenis fasilitas 
yang digunakan, luas fasilitas yang digunakan, frekwensi 
penggunaan fasilitas, jangka walctu penggunaan fasilitas, jenis 
kegiatan usaha, klasifikasi pasar dan/atau letak strategis 
tempat usaha; 

b. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi 
tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau 
BKBPR yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 

c. dalam ha! pemungutan Retribusi menggunakan BKBPR, 
besamya Retribusi yang dipungut wajib dicatat dalam BKBPR 
dan dibubuhi paraf Petugas Pernungut Retribusi. 

Pasal 6 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 



,,_,.,.All KABtTPATD PURWORBJO SKRD 

• ao. 'Ora.t ··-····· (-IIICl'D .. / !SURAT KETl!:TAPA!f RETRIBtJ8l DA.ltRAB) ( .. .A- IIICl'D../ 
........ Uib•l : 
TUa Rat:rtlNd : 

NAM.A : 
AV.MAT : 
TANGGALJAT\IHTEMPO : 

•o ltODll ltllltllll1IIO URAlAII JUn'RJSIJSI DAIIJt.UI J1JIILAII 

Jumlah KeLelJI ......... Rt:tnbu1, R.,, 
Jumlah Sal\k•i : Bunga Rp. 

., ....... X-lanollaa : R.,, 

Oengan hurul: 

t.llB&TIAJI i 
I. H.,...p penyetora.n dilalcukan mela.tui Bendaha.ra Pcnerimaan ( ... SKPD .. ) atau Raffling Kas 

Umum Dacrah dcnj!aJl mcnggunakan Surat Setoran Rclribusi Daerah (SSRDJ. 

2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar s,,telah lewat waJctu paling lama 15 (lima bolas) 
hari &tjak SKRD ini diterima. dikenakan sanksi administrasi berupa. bunga 2 ~ per bulan. 

Kcpala ( ... SKPO ... ) Kabupatcn Purwottjo, 

(u.1!1•1 ls..tm1 Ill.I HIM 1i11a1 nl 
NIP ........................................ 

•.....•........... .... ....... .. .... , ........... , •..•.. Po tong di sini .......................................................... , 
No. Unu •••• 

TAJll)A TSIIDIA 
NAM.A : Purworcjo, ( ... lanll!l"I, bulan, tahun .. J. 
ALA.MAT : Yang MMe-:rirna. 

( ............................................... ) 

A. FORMAT SKRD 

FORMAT SKRD DAN BKBPR 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPAT! PURWOREJO 
NOMOR IOTAHUN 2014 
TENTANO 
PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPAT! PURWOREJO 
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANO 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011 
TENTANO RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 
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B. FORMAT BKBPR 

 


